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	Abstrcak 


Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi peningkatan aksesibility layanan administrasi kependudukan bagi penduduk rentan dan untuk mengkaji faktor-faktor pendukung dan penghambat strategi peningkatan aksesibility layanan administrasi kependudukan Di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wajo, serta menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Strategi peningkatan aksesibilitas layanan administrasi kependudukan bagi penduduk rentan yang diterapkan oleh Disdukcapil Kabupaten Wajo, secara kelembagaan telah mampu meningkatkan aksesibilitas layanan administrasi bagi kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil. Strategi ini mencakup bentuk inovasi layanan, pendekatan jemput bola, digitalisasi, serta mekanisme kemitraan antar lembaga telah berjalan dengan baik. Sementara Faktor pendukung dalam membangun strategi peningkatan aksesibilitas layanan administrasi kependudukan bagi penduduk rentan, dengan merujuk pada empat variabel utama dalam model implementasi kebijakan, telah mampu mempengaruhi keberhasilan program peningkatan aksesibilitas layanan dengan baik. Sementara factor penghambat (kendala) nyata yang dihadapi, baik dalam bentuk disposisi pelaksana, lingkungan eksternal, keterbatasan penguasaan teknologi penduduk rentan, dan partisispasi masyarakat dengan kesadaran identitasnya maupun hambatan sosiokultural (minimnya literasi masyarakat terhadap layanan digital) masih terlihat adanya kekurangan.
Kata Kunci : Strategi Peningkatan Aksesibilitas Layanan Administrasi Kependudukan, Penduduk Rentan


	Abstract


This research aims to analize strategies for increasing accessibility of population administration services for vulnerable populations and to examine supporting factors for strategies for increasing accessibility of administrative services for vulnarible populations at the Wajo Regency Population and Civil Registry Service. And using descriptive research with a ualitative approach.
The results of the research show that the strategy to increase the accessibility of population administration services for vulnerable pupulations service and the civil registry, institutionally has been able to increase the accessibilittive services for vulnerable grups such as the eldery, people with disabilityes and people living in ramote areas, this strategy includes innovative forms of pick-up and drop-off services, digitalization and partnership mechanisms between instution that have been running well, Meanwhile, supporting factors in building a strategy to increase the accessibility of population administration services for vulnerable populations, by reffering to the four main variables in the policy implementation model, have been able to influence the success of the program to increase service accessibility well. Meanwhile, the real inhibiting factors faced in the form of the disposition of implementers, the exsternal environment, limited tecknological mastery of vulnerable populations and community participation with awareness of their identity as well as socialcultural barriers still appeart to be lacking. 
Key words : Strategy to increase accessibility of population administration servies, vulnerable populations.
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PENDAHULUAN 
Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) telah mempercepat proses layanan, namun beberakelompok masyarakat tetap mengalami hambatan signifikan dalam mengakses layanan tersebut (Jaya et al., 2021).  Kesenjangan akses terhadap layanan administrasi kependudukan lebih dirasakan oleh kelompok penduduk rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, masyarakat miskin, dan warga di daerah terpencil. Hambatan yang dialami meliputi keterbatasan mobilitas fisik, kurangnya informasi layanan, biaya transportasi, serta jarak geografis menuju kantor pelayanan. Laporan perkembangan pencatatan sipil nasional menunjukkan bahwa daerah kurang berkembang dan komunitas miskin memiliki angka registrasi yang lebih rendah dibandingkan kelompok lain, menandakan ketimpangan akses layanan yang berkelanjutan (Statistik, 2024).  Penelitian lokal menegaskan bahwa penyandang disabilitas dan lansia sering menghadapi kendala serius dalam memperoleh layanan administrasi kependudukan, seperti minimnya fasilitas khusus, proses administrasi yang panjang dan melelahkan, serta kurangnya pendampingan yang tepat dalam setiap tahap layanan. Hambatan tersebut mengakibatkan kesenjangan akses yang tidak hanya bersifat praktis tetapi juga berdampak pada pemenuhan hak dasar mereka sebagai warga negara (Anindya & Fanida, n.d.).

Hambatan akses layanan administrasi kependudukan bagi kelompok masyarakat miskin dan penduduk di wilayah terpencil mencakup ketidakseimbangan sumber daya, keterbatasan informasi, serta kondisi geografis yang sulit ditempuh. Hambatan tersebut sering kali mengharuskan masyarakat mengeluarkan biaya transportasi yang tinggi dan waktu yang panjang untuk mendatangi kantor pelayanan, sehingga dokumen administrasi yang semestinya mudah diperoleh menjadi sulit dijangkau. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa jarak geografis, biaya, dan kualitas layanan yang tidak merata merupakan faktor utama yang menghambat akses layanan pencatatan sipil di daerah pedesaan Indonesia (Bennouna et al., 2016). Inovasi layanan seperti mobil pelayanan keliling, layanan digital, dan pendekatan budaya lokal telah diidentifikasi sebagai strategi untuk meningkatkan aksesibilitas. Penelitian sebelumnya menyoroti bahwa inovasi layanan yang adaptif dapat meningkatkan partisipasi dan kepercayaan masyarakat dalam proses administrasi kependudukan, khususnya bagi kelompok rentan yang selama ini kurang terlayani oleh pendekatan layanan konvensional (Syafitri et al., 2025). 
 
Kabupaten Wajo sebagai bagian dari wilayah Indonesia Timur menunjukkan tantangan serupa dalam penyelenggaraan layanan administrasi kependudukan, di mana ketimpangan akses layanan masih terlihat antara wilayah pusat dan pedalaman. Karakteristik sosial‑ekonomi yang unik di Kabupaten Wajo, termasuk kondisi migrasi, struktur keluarga, serta perbedaan akses infrastruktur, memperkuat kebutuhan akan strategi layanan yang lebih kontekstual. Penelitian komprehensif yang mempertimbangkan interaksi antara faktor sosial, struktural, dan kebijakan layanan administrasi kependudukan masih terbatas, sehingga studi ini diperlukan untuk mendapatkan pemahaman kontekstual tentang hambatan dan strategi aksesibilitas layanan bagi penduduk rentan di wilayah tersebut.
Strategi meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) di berbagai daerah menghadapi tantangan dalam menjangkau kelompok penduduk rentan, seperti penyandang disabilitas, lansia, masyarakat miskin, dan komunitas terpencil. Aksesibilitas layanan bagi kelompok ini menjadi isu krusial karena berkaitan langsung dengan pemenuhan hak-hak sipil dasar serta pengakuan identitas hukum yang berdampak pada akses terhadap layanan publik lainnya. Kabupaten Wajo, sebagai salah satu daerah dengan karakteristik demografis dan geografis tertentu, berupaya merespons isu ini melalui strategi pelayanan inklusif. Oleh karena itu, penting untuk menelaah secara mendalam bagaimana strategi tersebut dirancang dan diimplementasikan, serta faktor-faktor pendukung maupun penghambat yang memengaruhinya.
Transformasi ini menuntut aparatur pemerintah untuk mengembangkan sensitivitas sosial dan kemampuan adaptif terhadap dinamika masyarakat yang semakin kompleks. Secara khusus, perhatian terhadap kelompok rentan menjadi indikator penting keberhasilan administrasi publik, karena kelompok ini kerap menghadapi hambatan struktural, geografis, ekonomi, maupun sosial dalam mengakses layanan dasar, sehingga memerlukan intervensi kebijakan yang lebih responsif dan afirmatif (Chairun//nisa & Sulistio, 2025).
Konsep pelayanan publik saat ini dipahami sebagai proses interaktif antara penyedia layanan dan masyarakat, yang menuntut kualitas hubungan, transparansi, serta jaminan terhadap keadilan akses sebagai bagian dari legitimasi pemerintahan (Hariri et al., 2025). Interaksi tersebut menempatkan masyarakat bukan hanya sebagai penerima manfaat, tetapi sebagai subjek aktif yang berhak menyampaikan aspirasi, menilai kualitas layanan, serta terlibat dalam perbaikan berkelanjutan. Keberhasilan pelayanan publik tidak hanya diukur dari kecepatan atau kepatuhan prosedural, tetapi juga dari sejauh mana layanan tersebut mampu menjangkau kelompok paling rentan dan mengurangi kesenjangan sosial (Irman & Salsadila, 2025).
Administrasi publik juga menekankan pentingnya penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (good governance), yang mencakup partisipasi masyarakat, akuntabilitas kelembagaan, transparansi proses, efektivitas kinerja, serta inklusivitas dalam perumusan dan pelaksanaan pelayanan publik (Singgih, 2025). Prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai kerangka normatif sekaligus operasional untuk memastikan bahwa kebijakan dan layanan publik dijalankan secara bertanggung jawab serta selaras dengan kepentingan warga negara. Implementasi good governance mendorong pemerintah daerah dan unit layanan untuk membangun sistem pelayanan yang terbuka terhadap umpan balik, berbasis data kebutuhan masyarakat, serta mampu menyesuaikan diri dengan konteks lokal. Dengan demikian, pengembangan strategi pelayanan publik perlu mempertimbangkan dinamika sosial, keragaman karakteristik penduduk, serta ketimpangan akses yang masih terjadi, agar tercipta pelayanan yang berkeadilan, berorientasi pada kelompok rentan, dan berkelanjutan dalam jangka panjang (Salsabilah, 2025).
Merujuk pada teori Entrepreneural Government (Osborne & Gaebler), dimana pendekatan entrepreneurial government merupakan paradigma baru dalam administrasi publik yang diperkenalkan oleh David Osborne dan Ted Gaebler melalui karya monumental Reinventing Government. Teori ini muncul sebagai kritik terhadap model birokrasi tradisional yang cenderung kaku, hierarkis, dan berorientasi pada kepatuhan prosedural semata, sehingga kurang responsif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat. Osborne dan Gaebler menekankan pentingnya transformasi peran pemerintah dari sekadar pelaksana administrasi menjadi aktor strategis yang inovatif, adaptif, dan berorientasi pada hasil (result-oriented). Dalam kerangka ini, keberhasilan pelayanan publik tidak lagi diukur dari seberapa patuh aparatur terhadap aturan, melainkan dari sejauh mana kebijakan dan layanan mampu menghasilkan nilai publik, meningkatkan kepuasan warga, serta memecahkan persoalan sosial secara nyata (Osborne & Gaebler, 1992).
Strategi pelayanan publik merupakan bagian penting dalam ilmu administrasi publik karena berkaitan dengan bagaimana pemerintah merencanakan, mengorganisasikan, dan mengimplementasikan layanan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Osborne dan Gaebler memperkenalkan pendekatan entrepreneurial government atau pemerintahan kewirausahaan sebagai paradigma baru dalam administrasi publik, yang merupakan kritik terhadap model birokrasi tradisional yang cenderung kaku, berorientasi pada prosedur, dan kurang responsif terhadap aspirasi warga negara (Osborne & Gaebler, 1992).
Dalam pendekatan entrepreneurial government, pemerintah dipandang sebagai penyedia layanan yang inovatif, fleksibel, berorientasi hasil, dan berfokus pada kebutuhan masyarakat sebagai “pelanggan pelayanan”. Artinya, keberhasilan pelayanan tidak hanya diukur dari terpenuhinya prosedur administratif, tetapi dari kemanfaatan nyata layanan bagi Masyarakat termasuk kemudahan akses, kualitas layanan, serta kepuasan warga terhadap hasil pelayanan (Osborne & Gaebler, 1992). Inti dari strategi ini adalah pemerintahan yang mampu menciptakan solusi kreatif, memanfaatkan teknologi informasi, dan membangun kolaborasi antaraktor untuk memperluas jangkauan layanan publik.
Secara konseptual, strategi pelayanan publik yang berdasarkan entrepreneurial government ditandai oleh beberapa karakteristik utama: (1) orientasi pada hasil dan outcome (bukan sekadar proses), (2) inovasi dalam desain dan metode layanan, (3) responsif terhadap kebutuhan warga, (4) keleluasaan birokrasi dalam mengambil keputusan pelayanan, serta (5) keterlibatan masyarakat dan sektor lain dalam penyediaan layanan publik (Osborne & Gaebler, 1992). Pendekatan ini menempatkan warga sebagai pemegang kepentingan utama dan mendorong birokrasi untuk mengadopsi pola pikir yang lebih adaptif, efektif, dan kolaboratif dalam pelayanan. Dengan demikian, masyarakat tidak lagi diposisikan sebagai objek pelayanan, tetapi sebagai mitra sekaligus pusat dari proses perumusan dan implementasi kebijakan publik (Osborne & Gaebler, 1992).
Sejalan dengan itu, paradigma entrepreneurial government juga memperkuat pergeseran dari government menuju governance, yakni suatu pendekatan yang menekankan kolaborasi lintas sektor, jejaring kerja, serta ko-produksi layanan publik. Pelayanan publik dipahami sebagai hasil interaksi berbagai aktor, bukan monopoli birokrasi negara. Melalui mekanisme ini, pemerintah diharapkan mampu menciptakan ekosistem pelayanan yang lebih inklusif, responsif, dan berkelanjutan, dengan membuka ruang inovasi di tingkat lokal, memperkuat kapasitas aparatur, serta mendorong partisipasi aktif warga dalam setiap tahapan pelayanan. Dalam perspektif Osborne dan Gaebler, transformasi tersebut merupakan prasyarat bagi terwujudnya pemerintahan modern yang mampu menjawab tuntutan kompleks masyarakat kontemporer secara lebih cepat, tepat, dan berorientasi pada hasil nyata (Osborne & Gaebler, 1992).
Menurut Osborne dan Gaebler, pemerintahan yang efektif harus mampu merumuskan strategi pelayanan publik yang adaptif dan inovatif. Konsep entrepreneurial government menekankan bahwa pemerintah tidak hanya berperan sebagai pengatur administratif, tetapi juga sebagai penyedia layanan yang berorientasi pada hasil (results‑oriented), memberdayakan masyarakat, serta mendorong inovasi dalam penyelenggaraan layanan publik (Osborne & Gaebler, 1992). Pendekatan ini mengeksplorasi peran pemerintah dalam membentuk mekanisme pelayanan yang berpusat pada kebutuhan warga sebagai “pelanggan” layanan, sehingga birokrasi lebih responsif terhadap aspirasi dan keberagaman kebutuhan masyarakat.
Dalam konteks implementasi kebijakan dalam aspek pelayanan publik sebagai bagian dari untuk mengukur keberhasilan sebuah program pemerintah menggunakan model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn menempatkan implementasi sebagai tahap krusial yang menjembatani desain kebijakan dengan realitas pelayanan di tingkat operasional. Perspektif ini menegaskan bahwa kebijakan publik tidak otomatis menghasilkan perubahan sosial hanya melalui perumusan regulasi, melainkan sangat ditentukan oleh bagaimana kebijakan tersebut diterjemahkan ke dalam tindakan nyata oleh aktor pelaksana. Enam variabel utama yang mereka rumuskan standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antar organisasi, sikap pelaksana, serta lingkungan sosial, politik, ekonomi dipahami sebagai sistem yang saling berinteraksi dan membentuk kinerja implementasi secara keseluruhan (Akbar et al., 2025). Kejelasan tujuan kebijakan menjadi prasyarat awal agar pelaksana memiliki arah yang sama, sementara kecukupan sumber daya (manusia, anggaran, dan sarana prasarana) menentukan kapasitas institusional dalam mewujudkan tujuan tersebut. Pada saat yang sama, struktur organisasi, pola koordinasi, serta budaya kerja internal turut memengaruhi konsistensi dan kualitas pelaksanaan kebijakan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi yang diterapkan dalam meningkatkan aksesibilitas layanan administrasi kependudukan bagi kelompok penduduk rentan dan bagaimana faktor determinan pelaksanaan strategi peningkatan aksesibilitas layanan di lingkungan Disdukcapil Kabupaten Wajo. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya dalam optimalisasi pelayanan administrasi kependudukan. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengevaluasi strategi peningkatan aksesibilitas layanan administrasi kependudukan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasinya. Secara khusus, tujuan dan kemanfaata penelitian ini dirumuskan untuk menganalisis strategi yang diterapkan oleh instansi terkait dalam meningkatkan aksesibilitas layanan administrasi kependudukan kepada masyarakat dan mengidentifikasi faktor-faktor determinan yang berperan dalam memperlancar pelaksanaan strategi peningkatan aksesibilitas layanan administrasi kependudukan serta dapat merumuskan rekomendasi strategis yang dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan administrasi kependudukan di masa mendatang. menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi publik berkontribusi positif terhadap peningkatan efisiensi pelayanan masyarakat. 

METODE 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Adapun titik fokus dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi hambatan akses yang dialami oleh penduduk rentan dan mengevaluasi strategi pelayanan yang digunakan oleh Disdukcapil Kabupaten Wajo secara mendalam. Data sekunder memperkuat kerangka konseptual penelitian serta memberikan landasan teoritis yang valid guna memperkuat interpretasi temuan primer dalam konteks literatur ilmiah. Sementara faktor pendukung dan penghambat dalam mengimplementasikan strategi peningkatan layanan administrasi bagi penduduk rentang, dapat diuji melalui disposisi pelaksana, lingkungan eksternal, keterbatasan teknologi adan membangun partisipasi masyarakat, kemudian factor penghambat (kendala) akan diuji dengan keberadaan standar dan tujuan, sumber daya, karakteristik organisasi dan aspek komunikasi yang diharapkan mampu menjalankan program aksesibilitas layanan administrasi ini dapat berjalan dengan baik. Penelitian ini dilakukan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabutaen Wajo, dan faktor pendukung serta penghambat dalam implementasinya. Informan dalam penelitian ini berjumlah 5 orang, yaitu Kepala Bidang Disdukcapil Kab. Wajo, Kepala Seksi, Pejabat pelayan dan penduduk rentan. Untuk membantu peneliti dalam mengumpulkan data, instrumen penelitian yang digunakan berupa pedoman observasi, pedoman wawancara, dan pedoman dokumentasi. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.



TEMUAN DAN PEMBAHASAN
1. Strategi Peningkatan Aksesibilitas Layanan Administrasi Kependudukan Bagi Penduduk Rentan
a. Inovasi dalam pelayanan 
Hasil temuan penulis secara empiris menunjukkan bahwa aparat pemerintah dalam mewujudkan sebuah pelayanan telah mengeksekusi inovasi ini secara konkret dan bertindak sebagai motor penggerak operasional di lapangan untuk menyisir lansia, disabilitas, dan warga adat melalui gerakan Jempol Makkiade’ serta untuk mengakses layanan kependudukan terbatas secara mandiri dengan baik.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kabid Disdukcapil bahwa dalam rencana strategis bidang, kami merumuskan tiga pilar inovasi utama yang saling terintegrasi: 1)Jempol Makkiade’ (Jemput Bola Perekaman KTP-el, KIA, dan IKD), 2) Satgas Petan (Satuan Tugas Penduduk Rentan), dan 3) Padaidi 24/7 (Pelayanan Terbatas Administrasi Kependudukan Berbasis IKD Selama 24 Jam Setiap Hari). Ketiga inovasi ini adalah respons taktis kami untuk mentransformasi pelayanan dari passive service menjadi active service yang inklusif dan adaptif.

Informan lainnya mengemukakan bahwa kami mengeksekusi inovasi ini secara konkret. Satgas Petan bertindak sebagai motor penggerak operasional di lapangan untuk menyisir lansia, disabilitas, dan warga adat melalui gerakan Jempol Makkiade’ untuk perekaman KTP-el, KIA, hingga aktivasi IKD. Setelah IKD aktif, warga diarahkan memanfaatkan Padaidi 24/7 untuk mengakses layanan kependudukan terbatas secara mandiri. Sementara petugas pelayanan menyatakan bahwa, sebagai personel Satgas Petan bertugas mengeksekusi langsung di lapangan. Kami membawa perangkat pendaftaran mobile melalui program Jempol Makkiade’ untuk perekaman KTP-el, KIA, dan pengaktifan IKD ke desa-desa, serta memproses permohonan terbatas yang masuk dari warga melalui sistem Padaidi 24/7. Selanjutnya sebagai masyarakat, sangat diapresiasi atas adanya program ini, hal ini menunjukkan adanya perhatian pemerintah untuk dapat melayani secara langsung ke masyarakat, banyak diantara kami yang belum memahami dan tidak bisa menggunakan aplikasi jempol Makkiade untuk urusan KTP dan Lainnya, bagi kami masyarakat hal ini elah kami rasakan manfaatnya dengan baik.
Analisis peneliti dari sebagaimana yang telah dijelaskan informan bahwa dalam membuat rencana strategis bidang, secara kelembagaan telah merumuskan tiga pilar inovasi utama yang saling terintegrasi: 1)Jempol Makkiade’ (Jemput Bola Perekaman KTP-el, KIA, dan IKD), 2) Satgas Petan (Satuan Tugas Penduduk Rentan), dan 3) Padaidi 24/7 (Pelayanan Terbatas Administrasi Kependudukan Berbasis IKD Selama 24 Jam Setiap Hari). Ketiga inovasi ini adalah respons taktis pihak Disdukcapil telah mentransformasi pelayanan dari passive service menjadi active service yang inklusif dan adaptif. Informasi ini memberi petunjuk bahwa dengan inovasi ini memerlukan wujud partisipasi dan memberikan nilai edukasi ke masyarakat. Sebagai bentuk perhatian pemerintah untuk mempermudah transformasi dalam konteks layanan administrasi kependudukan khususnya penduduk rentan dapat mengakses informasi dengan baik.

b. Orentasi pada hasil (Resulf)
Temuan penelitian menunjukkan bahwa secara empiris menunjukkan bahwa keberhasilan operasional apparat dengan program berbasis pada capaian data riil. dalam operasi terpadu baru-baru ini di instansi mitra dan fasilitas publik, kami berhasil melakukan akselerasi 112 aktivasi IKD. Angka aktivasi yang tinggi ini menjadi modal penting agar warga bisa masuk ke dalam ekosistem layanan Padaidi 24/7 yang berjalan non-stop, hal ini menunjukkan kinerja dengan baik.
Berdasarkan hasil wawancara, Kepala Bidang Disdukcapil Parameter keberhasilan kami diukur secara rigid. Melalui Satgas Petan, kami mengukur berapa banyak dokumen fisik yang berhasil diterbitkan di kantong wilayah rentan. Sementara melalui Padaidi 24/7, kami memantau grafik pemanfaatan fitur layanan mandiri berbasis IKD yang masuk di luar jam kerja, untuk memastikan bahwa pembatasan waktu tidak lagi menjadi penghalang bagi warga yang membutuhkan dokumen darurat. Selain itu, Kasi Disdukcapil menjelaskan bahwa Keberhasilan operasional kami berbasis pada capaian data riil. Sebagai contoh rujukan, dalam operasi terpadu baru-baru ini di instansi mitra dan fasilitas publik, kami berhasil melakukan akselerasi 112 aktivasi IKD. Angka aktivasi yang tinggi ini menjadi modal penting agar warga bisa masuk ke dalam ekosistem layanan Padaidi 24/7 yang berjalan non-stop. 
Informan lain juga menyatakan Kami melihat hasil kerja nyata ketika kuota perekaman harian terpenuhi di lapangan, dan pada saat yang sama, pengajuan dokumen mandiri yang masuk lewat Padaidi 24/7 di luar jam kerja dapat langsung terverifikasi dengan cepat begitu kami kembali bertugas. 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa melalui Satgas Petan, apparat telah mengukur berapa banyak dokumen fisik yang berhasil diterbitkan di kantong wilayah rentan. Sementara melalui Padaidi 24/7, kami memantau grafik pemanfaatan fitur layanan mandiri berbasis IKD yang masuk di luar jam kerja, untuk memastikan bahwa pembatasan waktu tidak lagi menjadi penghalang bagi warga yang membutuhkan dokumen darurat.
c. Pelayanan berbasis pada pelanggang
Temuan penulis secara imperis pada tahapan penerapan nilai Makkiade' dalam gerakan jemput bola ini mewajibkan seluruh anggota tim lapangan untuk melakukan asistensi penuh secara personal. Hal ini telah memaknai aspirasi dalam memberikan harapan dan pemenuhan kebutuhan public terutama bagi penduduk rentan yang memiliki keterbatasan fisik berat, petugas melakukan perekaman home service dengan baik.
Hasil wawancara Kabid Disdukcapil menjelaskan bahwa Amanat utama dari inovasi Jempol Makkiade’ adalah mengadopsi falsafah budaya lokal (Makkiade') ke dalam standar pelayanan prima (service excellence). Kami menekankan bahwa petugas wajib memberikan perlakuan yang penuh empati, santun, dan responsif terhadap keterbatasan warga rentan saat melakukan perekaman, yang kemudian datanya dikoneksikan ke dalam sistem digital. Sementara petugas pelayanan menambahkan bahwa Sesuai dengan prinsip Jempol Makkiade’, kami mengutamakan kesopanan dan keramahan. Kalau ada lansia atau warga sakit yang tidak bisa bangun, kami melayani mereka dengan sikap hormat di rumah mereka, serta memastikan akun IKD mereka aktif agar mempermudah urusan darurat di kemudian hari. Selanjutnya pendudk rentan juga menyatakan bahwa Petugas yang datang lewat Jempol Makkiade’ ini sangat sopan dan baik perilakunya (makkiade'). Mereka memperlakukan orang tua dan anak-anak cacat di kampung kami dengan sangat hormat dan penuh kesabaran.
Kesimpulan penulis dapat gambarkan bahwa inovasi Jempol Makkiade’ adalah mengadopsi falsafah budaya lokal (Makkiade') ke dalam standar pelayanan prima (service excellence). Kami menekankan bahwa petugas wajib memberikan perlakuan yang penuh empati, santun, dan responsif terhadap keterbatasan warga rentan saat melakukan perekaman, yang kemudian datanya dikoneksikan ke dalam sistem digital.
d. Pemberdayaan masyarakat. 
Satgas Petan dan ekosistem digital Padaidi 24/7, diharapkan melahirkan sebuah  kemandirian masyarakat agar dapat merubah pola fikir kedalam wujud partisipasi demi kepentingan dirinya. Adanya kelompok masyarakat yang sudah memiliki literasi digital atau didampingi oleh kader desa, kini program dapat melakukan pengurusan dokumen dasar secara mandiri kapan saja tanpa harus terikat jam operasional kantor pemerintah..
Hasil wawancara Kepala Bidang menjelaskan bahwa Melalui pergerakan Satgas Petan dan ekosistem digital Padaidi 24/7, kami mendorong kemandirian masyarakat. Kelompok masyarakat yang sudah memiliki literasi digital atau didampingi oleh kader desa, kini dapat melakukan pengurusan dokumen dasar secara mandiri kapan saja tanpa harus terikat jam operasional kantor. Informan lain juga menyakan memberdayakan jaringan kader desa untuk memfasilitasi operasional Padaidi 24/7 di tingkat bawah. Mereka menjadi agen penghubung yang mendampingi warga rentan yang kurang melek teknologi untuk mengajukan layanan terbatas melalui aplikasi IKD mereka sendiri. Informan penduduk rentang juga menyatakan Respon aparat desa cukup baik dimana mampu membimbing masyarakat dalam penggunaan aplikasi IKD dengan pemerintah sudah menyediakan akses pelayanan Padaidi kapan dan dimana saja, hal ini telah berkalan dengan baik..
Temuan penelitian menunjukkan bahwa pada tahapan ini telah mampu  memberdayakan jaringan kader desa untuk memfasilitasi operasional Padaidi di tengah-tengah masyarakat dan dengan sendirinya menjadi agen penghubung yang mendampingi warga rentan yang kurang melek teknologi. 
2. Analisis faktor pendukung dan penghambat 
a. Faktor pendukung.
1) Standar dan tujuan
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, terdapat beberapa faktor pendukung kerbehasilan strategi peningkatan Aksesibilitas Layanan Administrasi Kependudukan Bagi Penduduk Rentan pada Disdukcapil kabupaten Wajo
Temuan peneliti menunjukkan bahwa penulis secara imperis pada tahapan standar dan tujuan dimana satgas Petan telah dengan inovasi kerja sesuai target harian program Jempol Makkiade’. Setiap ajuan terbatas yang masuk dari akun IKD warga melalui sistem dan langsung masuk ke dalam antrean kerja kami untuk diselesaikan sesuai instruksi dengan baik.
2) Sumber daya
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dapat disimpulkan bahwa temuan penulis secara imperis pada tahapan sumber day aini terlihat dukungan alat-alat rekam mobile untuk KTP-el, KIA, dan IKD yang diberikan kepada Satgas Petan dalam kondisi siap pakai, didukung oleh sistem aplikasi pusat yang terintegrasi untuk melayani menu Padaidi 24/7 telah mampu menjalankan tugas dengan baik.
3) Karakteristik organisasi
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dapat disimpulkan bahwa, pada tahapan karakteristik organisasi, dimana secara kelembagaan sudah terbangun sebuah sistem kerja saling mendukung di dalam tim Satgas Petan yang sangat kuat, dan dalam satu sisi telah menerapkan etika pelayanan yang santun sesuai prinsip Makkiade', baik saat berhadapan langsung dengan warga di lapangan maupun saat memproses ajuan digital.
4) Komunikasi
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dapat disimpulkan bahwa, hal ini menunjukkan bahwa temuan penulis secara imperis pada tahapan dukungan komunikasi ini, aspek komunikasi melalui koordinasi berbasis sistem membuat layanan dapat berjalan cepat. Dengan adanya pengaktifan akun IKD warga saat pelaksanaan Jempol Makkiade’ otomatis membuka jalur komunikasi mandiri warga ke dinas melalui sistem ini dapat berjalan dengan baik.
b. Faktor penghambat
1) Disposisi pelaksana
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dapat disimpulkan bahwa, hal ini menunjukkan bahwa temuan penulis secara imperis pada tataran hambatan pada aspek standar dan tujuan dimana kondisi lapangan memperlihatkan keadaan anggota Satgas Petan, banyak faktor misalnya kelelahan fisik, kondisi lapangan setelah menempuh rute  terkadang menguji kesabaran dalam mempertahankan standar proses pelayanan yang ramah dan santun sesuai etika Makkiade' dengan baik. 
2) Lingkungan eksternal
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dapat disimpulkan bahwa,  hal ini menunjukkan bahwa temuan penulis secara imperis pada tahapan lingkungan eksternal dimana aspek kondisi lapangan, mobilisasi dan cuaca buruk dan medan jalan yang rusak menuju lokasi pemukiman warga rentan sering kali mengancam keamanan dan kondisi fisik pengguna tidak mampu di mobilisasi pada satu titik kumpul dan hal ini dapat di fasilitasi dengan baik oleh aparat desa. 
3) Keterbatasan teknologi
Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa program ini tidaklah mudah di implementasikan karena aspek penggunaan teknologi, masih ditemukan sebahagian kecil public belum beruntung dapat menggunakan HP dan keterbatasan kemampuan membeli kuata internet. Aspek kendala utama adalah masa;lah teknis pada layanan Padaidi  adalah dependensi sistem pada jaringan pusat Ditjen Dukcapil. Jika server pusat mengalami gangguan atau pemeliharaan sistem, maka akses layanan berbasis IKD selama 24 jam kadang mengalami kendala yang sifatnya sementara.
4) Partisipasi masyarakat
Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa hal ini menunjukkan bahwa temuan penulis secara imperis pada tahapan partisipasi masyarakat ini, adalah factor kesadaran partisipasi yang belum merata membuat beberapa agenda kunjungan Jempol Makkiade’ tidak dihadiri secara maksimal oleh target sasaran karena menganggap hal itu baru bisa dilakukan manakala diperlukan, hal ini membutuhkan intervensi daripemerintah setempat atau wilayah dengan baik. 
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian mengenai Strategi peningkatan aksesibilitas layanan administrasi kependudukan bagi penduduk rentan pada Disdukcapil Kabupaten Wajo, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Strategi peningkatan aksesibilitas layanan administrasi kependudukan bagi penduduk rentan
Strategi peningkatan aksesibilitas layanan administrasi kependudukan bagi penduduk rentan yang diterapkan oleh Disdukcapil Kabupaten Wajo, secara kelembagaan telah mampu meningkatkan aksesibilitas layanan administrasi bagi kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil. Strategi ini mencakup bentuk inovasi layanan, pendekatan jemput bola, digitalisasi, serta mekanisme kemitraan antar lembaga telah berjalan dengan baik.
2. Faktor pendukung dan penghambat 
[bookmark: _Hlk232122529]Faktor pendukung dalam membangun strategi peningkatan aksesibilitas layanan administrasi kependudukan bagi penduduk rentan, dengan merujuk pada empat variabel utama dalam model implementasi kebijakan, menunjukkan bahwa adanya standar dan tujuan, sumber daya, karakteristik organisasi dan adanya komunikasi telah mampu mempengaruhi keberhasilan program peningkatan aksesibilitas layanan dengan baik. Sementara factor penghambat (kendala) nyata yang dihadapi Disdukcapil, baik dalam bentuk disposisi pelaksana, lingkungan eksternal, keterbatasan penguasaan teknologi penduduk rentan, dan partisispasi masyarakat dengan kesadaran identitasnya maupun hambatan sosiokultural (minimnya literasi masyarakat terhadap layanan digital) masih terlihat adanya kekurangan..
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